
PERA TURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 53 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik ln~?.!'J-esia.. 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrriinistrasi 
Kependudukan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 128, Tarnbahan Lernbaran Negara Republi 
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah 'ter:ikhir 
dengan Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2013 '· tentan 
Administrasi Kependudukan perubahan atas Urn:Iang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lcmbara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan ·Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 
23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5401); 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
rnenyebutkan bahwa ketentuan lebih Janjut mengenai 
Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi se~ta 
Tata Kerja Perangkat Daerah clan Unit Kerja ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati: 

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil 
Kabupaten Kolaka Timur. 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

TENT/\NG 

PERATURAN BUPATI l<ABUPJ',TEN KOLAKA TIMUR 
NO MOR 53 TA HUN 2016 

BUP/\TI l(OLAKA TIMUR 
PROVINS! SULA WES! TENGGARA 

SALIN AN 

Mengingat 

Menimbang 

KEDUDUMN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN ruNGSI 
SERTA TATA KERJA DJNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

t\OlcJ·rn Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan SiP.il 

Kabupaten Kolaka Timur. ~ 
6. Kepa!a Dinas adalah KcpaJa Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipi! Kabupatcn Kolaka Timur. · 
7. Unit Pelaksana Tcknis Dinas, yang selanjutnya disingkat 

UPTD aoalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiaran teknis penunjang tertentu lingkup dinas. 

Pasal 1 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNA!\' 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS KEPENDUDUKJ\N DAN PENCATATAN SIPIL ;- 
10\BUPf\TEN KOLAKt\ TIMUR. 

M8MUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara [Lcrnbaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pcmerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
20 l5 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
T;:unbahan Lernbaran Negara f<epublik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tanun 
2016 ten tang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republi~< 
lndonesia 'rahun 2016 Nomor 1 14); Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tcntang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nornor 21). 
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( l) Dinas rnerupakan unsur pclaksana urusan pcmcrintahan 
yang mcnjadi kewenangan Dacrah, 

(2) Dinas dipimpin olch Kcpala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bcrtanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kcsatu 
Keel udukan Organisasi 

BAB Ill 
1-:EDUOL:KAN DAN SUSUNAN ORGANJSASI 

! I) Tipe pcrangkat daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
3, diklasifikasikan atas tipe A. 

(21 Pencntuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pernerintahan bidang Administrasi Kcpendudukan 
dan Pencatatan Sipil. 

(3) Pcnenruan intcnsitas penyelcnggaraan urusan 
pcmerintahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan kctentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. i:- 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

I 

Norncnklatur perangkat yang mclaksanakan urusan 
pemcrintahan bidang adrninistrasi kependudukan · dan 
pencatatan sipil sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, adalah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Pasal3 

Bagian Kedua 
Nomcnklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Dacrah yang mclaksanakan urusan perncrintahan 
bidang Administrasi Kependudukan dan Pencataran Sipil 
diwadahi dalam bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Dacrah 

BAB 11 
f-3ENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANOKAT DAERAH 

8. .Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
lungsi dan tugas berkaitan dcngan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
Lingkup Dinas. 

. 3 . 



Kcpala Dlnas mempunyai tugas memimpin . dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
biclang administrasi kepcndudukan dan pencatatan sipil yang 
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pernbantuan serta 
berianggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri c\ari : 
a. Kcpala Dinas; 
b. Sckretariat; 
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
ct. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
e. Bi<lang Pengelolaan lnforrnasi Adrninistrasi 

Kependudukan; 
r. Bidang Pcmanfaatan Data clan Inovasi: 
g. Uni Petaksana Teknis Dtnas; 
h, Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercanturr, 
dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Su sun an Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarrn 
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang adrninistrasi 

kependudukan clan pcncatatan sipil; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi 

kependudukan clan pencatatan Sipil; 
c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

kepcndudukan dan pencatatan sipil; : 
d. pelaksanaan adrninistrasi dinas di bidang adrninistrasi 

kependudukan clan Pencatatan Sipil; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsin din as. · · · - 

Pasa!7 

Dinas mernpunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan 
yang mcnjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada Dacrah di bidang administrasi kependudukan 
dan pcncatatan sipil. · - 

Pasal 6 
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(11 Sub Bagian Pcrencanaan sebagaimana dimaksud .dalam 
Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mcrnpunyai tugas menyusun 
pcdoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan 
pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan 
pclaporan program Dinas. ·· 

(2) Sub Bagian Keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) huruf b, mcrnpunyai tugas rnenyusun pedornan 
dan petunjuk teknis serta melaksanakan .urusan 
pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausah~ 
keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan 
pertanggungjawaban kcuangan. 

Pasal 13 

( l) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan: 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

(21 Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 'dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris, 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayai ( 1). Sekrctariat menyelenggarakan fungsi : · 
a. penyelcnggaraan penyusunan percncanaan; 
b. penyelenggaraan pcngelolaan adrninistrasi perkantoran, 

admmistrasi kcuangan dan adrninistrasi kepegawaian; 
c. penyetcnggaraan urusan umum dan perlengkapan, 

' keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan 

perpustakaan: 
c. pelaksanaan koordmasl, pcmbinaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan kcgiatan unit kerja; 
r. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala uinas 

sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

Pasal 12 

I 

( tJ Sekretariat mempunyai tugas pelayanan adrninistrasi dan 
Ketausahaan yang rneliputi urusan keuangan, urnum dan 
perlengkapan, serta kcpcgawaian serta mengkoordinasjkan 
pcnyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas. 

(21 Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat [ J ),- dipimpini 
oleh Sckretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawa b kepada Ke pal a Dinas. ·" 

I 

Pasal 10 

Pasal 11 
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(I) Bidang Pclayanan Pcndaftaran Penduduk, terdiri atas : 
a. Scksi lclcntitas Pcnduduk; 
b. Scksi Pindah Datang Penduduk; 
c. Seksi Pendataan Penduduk. 

Pasal 16 

Pasal 15 

Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam f 
Pasal 14 ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
mcnyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk; 
b. pelaksanaan pernbinaan, pengawasan dan pengcndalian 

kegiatan perencanaan teknis identltas penduduk, pindah 
datang penduduk dan pendaiaan pcnduduk; 

c. pelaksanaan pernbinaan pengelolaan adrninistrasi tcknis 
pelaksanaan identitas penduduk, pindah datang penduduk 
dan pendataan penduduk; 

d. perumusan kcbijakan teknis identitas penduduk. pindah 
datang pcnduduk dan pendataan penduduk; 

e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, 
pcngcndalian identitas penduduk, pindah datang pcnduduk 
dan pendataan penduduk; 

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait; 

g. pelaksanakan pengawasan, pengcndalian, monitorin 
evaluasi dan pclaporan pelayanan pendaftaran penduduk; 

h. pelaksanaan Iungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala, Din 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(1) Biclang Pelayanan Pcndaftaran Pcnduduk mempunyai tugas 
rnclaksanakan penyusunan bahan perumusan dan 
kebijakan di Bidang pelayanan pcndaftaran penduduk. 

(2) Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kcpala Bidang yang bcrada di bawah dan bertanggung 
jawab kcpada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Pasal 14 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1) huruf c, mernpunya] 
tugas rnenyusun pedornan dan pctunjuk teknis sertn' 
mclaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan 
kearsipan. kehurnasan dan protokoler, rumah tangga, 
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan 
dan pelatihan aparatur serta hukurn dan Perundang­ 
undangan serta peiaksanaan urusan pengelolaan barang 
clan aset Dines. 

I 
' . 6 . 



Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat ( 1). Bidang Pclayanan Pencataran Sip ii 
menyclenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan rcncana dan program kerja bidang pelayanan 

pcncatatan sipil; 
b. pelaksanaan pernbinaan, pengawasan dan pengendali 

kegiatan perencanaan teknis kelahiran, perkawinan . d 
pci ceraian, peru bahan status anak, pewarganegraan 1 dan, 
kcmatian: - 

c. pelaksanaan pcrnbinaan pcngclolaan administrasi .teRnis 
pclaksanaan kclahiran, perkawinan dan perceraian, 
perubalian status anak, pewarganegraan dan kematian; 

d. perumusan kebijakan teknis kelahiran, perkawinan dan 
perceraian, perubahan Status Anak, pewarganegraan dan 
kematian; 

e. pelaksanaan pcnyusunan rcncana, pcngawasan, 
pengendalian kelahiran, perkawinan dan perceraian, 
perubahan status, pewarganegraan dan kematian, 

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkair; 

PasaJ 19 

(l) Bidang Pclayanan Pcncatatan Sipil mernpunyai tugas 
mclaksanakan pcnyusunan bahan perumusan dan 
pclaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan 
sip ii. 

[2) Bidang scbagaimana dimaksucl pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kcpada Kcpala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keernpat 
Oidang Pclayanan Pencatatan Sipil 

(1) Scksi ldenUtas Pcnduduk bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas mclaksanakan 
penyusunan pedoman dan pctunjuk t cknis, monitoring, 
cvaluasi sen a pelaporan penyelcnggaraan Ident itas 
Penduduk. - - 

(2) Scksi rindah Datang Penduduk scbagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 16 ayat (1) huruf b, mernpunyai tugas 
menyusun pendornnn dan petunjuk teknis, monitoring dan 
cvaluasi sorta pelaporan penyelenggaraan Pindah Datang 
Penduduk. 

(3) Scksi Pcndataan Penduduk scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 avat (1) huruf c, rncrnpunyai tugas menyusun 
pcndornan dan pctunjuk tcknis, monitoring dan cvaluasi 
serta pelaporan pcnyelenggaraan Pcndataan Penduduk. 

-~ 

(2) Seksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Kepala Bidang Pelayanan Pcndaftaran Penduduk, 

PasA.l 17 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat ( l ), Bidang Pengelolaan lntormasi Administrasi 
Kepcndudukan menyelenggarakan fungsi; 
a. penyusunan rencana clan program kcrja bidang pengelolaan 

informasi adrninistrasi kcpendudukan; 

Pasal 23 

( 1) Bidang Pengelolaan lnformasi Admitustrasi 
mempunyai tugas rnelaksanakan perurnusan, 
pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis - d~ 
bidang Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan, 
Pengelolaan dan Penyajian Data, Tata Kelola dan Sumber 
Daya Manusia Teknologi lnformatika dan Kornunikasi. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), dipirnpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kcpada Kepala Dinas. ' 

Bagian Kelima 
Bidang Pengelolaan lnformasi Adrninistrasi Kepepdudukan 

Pasal 22 

( 1) Scksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 20 
ayat ( J J huruf a, mernpunyai tugas menyusun pendoman 
dan perunjuk teknis, monitoring, cvaluasi serta pelaporan 
penyclenggaraan Kelahiran. 

(2) Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mcmpunyai · tugas 
mcnyusun pedornan dan petunjuk tcknis, monitoring dan 
cvaluasi penyelenggaraan Perkawinan. --- 

(3) Seksi Perubahan Status Anak, Pcwarganegaraan dan 
Kematian sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 20 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas menyusun pedoman dan 
petunjuk, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
penyelenggaraan Perubahan Status Anak, Pewarganegara 
dan Kematian. · - - 

Pasal 21 

( 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas : 
a. Scksi Kclahiran; 
b, Seksi Perkawinan dan Perceraian; 
c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kcpala Seksi yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kcpala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. 

I 

I 

Pasal 20 

g. pelaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, 
cvaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan pencatatan sipil; 

h. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala Dinas 
sesual dengan tugas dan fungsinya. 

- 8 - 
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- - - -----....::: 

---- 

( 11 Seksi Sistern lnformasi Adrninistrasi Kependudukan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huri.ff a. 
mernpunyai tugas menyusun pedornar- can petunjuk teR:nis, 
monitoring, evaluasi scrta pelaporan pelayanan sistern 
informasi administrasi kependudukan. 

(2) Seksi Pcngeloiaan dan Penyajian Data sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas rnenyusun pedoman dan petunjuk tcknis, monitoring 
dan evaluasi scrta pclaporan pengelolaan dan penyajiar. 
data. 

(31 Seksi Tata Kelola dan Sumbcr Daya Manusia Teknologi 
lnformauka dan Komunikasi scbagaimana dimaksud dalarr 
Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusur 
pedoman dan pctunjuk tcknis, monitoring dan evaluas 
serta pclaporan tata kclola dan sumber daya rnanusu 
teknologi informatika dan kornunikasi. 

Pasal 25 

0) Bidang Pcngelolaan lnformasi Adrninistrasi Kependudu 
terdiri atas : 
a. Seksi Sistem lnformasi Adrninistrasi Kependudukan 
b. Scksi Pengelolaan dan Penyajian Data; 
c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknolog 

lnforrnatika dan Komunikasi. 
(2) Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin ole 

Kepala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung jawa 
kepada Kepala Bidang Pengelolaan lnformasi Administras· 
Kependudukan, 

I 

Pasal 24 

monitoring, 
pengelolaan 

f. 

b. pelaksanaan pcmblnaan, pengawasan dan pengendalian 
kcgiatan percncanaan teknis sistern informasi adrninistrasi 
kcpcndudukan, pengelolaan dan penyajian data, tata kelola 
dan sumber daya manusia teknologi informatika dan 
komunikasi; 

c. pelaksanaan pernbinaan pengelolaan administrasi teknis 
pelaksanaan sistem Informasi adrninistrasi kependudukan, 
pengelolaan dan penyajian data, tata kclola dan sumber 
daya manusia teknologi informatika dan kornunikasi; 

d. perurnusan kebijakan teknis sistem informasi adrninistrasi 
kcpcndudukan, pengelolaan dan penyajian data, tata kelola 
dan surnber daya manusia teknologi informatika dan 
komunikasi; 

c. pclaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, 
pengendalian sistem Informasi administrasi kependudukan, 
pcngclolaan dan penyajian Data, tata kelola dan sumber 
daya rnanusia teknologi informatika dan kornunikasi: 
pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait: 

g. pelaksanakan pengawasan, pcngcndalian, 
cvaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
inforrnasi adrnmstrasi kependudukan: 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dcngan tugas dan fungsinya. 

J 
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( 1) Seksi Kcrja sama sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (1) huruf a. mernpunyai tugas menyusun pedoman 
dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi serta pelaporan 
Kerjasama 

Pasal 29 

(11 Bidang Pernanfaatan Data dan Inovasi, tcrdiri atas : 
a. Scksi Kerjasama; 
b, Seksi Pcmanfaata.n Data dan Dokurncn Kependudukan; 
c. Seksi Inovasi Pelayanan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (lj, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi 
mcnyelenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan rencana dan program kerja bidang 

pcrnanfaatan data dan inovasi; 
b. pclaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

kcgiatan pcrencanaan teknis kerjasarna, pemanfaatan data 
dan dokurnen kependudukan dan inovasi pelayanan; 

c. pclaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi [tekn! 
pelaksanaan kerjasama. pernanfaatan data dan dokurnerr 
kependudukan dan inovasi pelayanan; -- - 

d. perumusan kcbijakan teknis kcrjasama, pernanfaatan data 
dan dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan; 

e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, 
pengcndalian Kcrjasarna, Pcmanfaatan Data dan Dokumen 
Kepcndudukan dan Inovasi Pelayanan; 

f. pclaksanaan koordinasi dan konsultasi dcnga.n instansi 
tcrka.it; 

g. pelaksanakan pengawasan, pcngendalian, monitoring. 
evaluasi dan pelaporan penyelcnggaraan pernanfaatan data 
dan inovasi: f 

h. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala Dinas 
scsuai dengan rugas dan fungsinya. 

( I) Bidang Pernanfaatan Data dan lnovasimempunyaL tugas 
melaksanakan pcrurnusan, pengkoordinasian , dan 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kerjasama, 
Pemanfaaran Data dan Dokumen Kcpendudukan dan 
lnovasi Pelayanan. · 

(21 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 27 

Pasal 26 

Bagian Keenam 
Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi 
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I 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
bcrbagai kclompok sesuai bidang keahliannya, 

{2) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 J dipimpin oleh seorang tenaga fungsional ; senior 
yang ditunjuk olch Bupati dan dalam melaksariak 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad 
ayat (l J ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beb~ 
kerja. ..J 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud paru 
ayat (11 diatur sesuai peraruran perundang-undangan yanf 
berlaku. 

Pasal 32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 31 

Bagian Kedelapan 
Kclompok Jabatan Fungsional I 

(i) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis 
dinas secara operasional di laµangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. · -- · 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata usana 
dan .Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Din as. 

(4) Ketentuan mengcnai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur 
lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi 
Tengngara. 

I 

1 Pasal30 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, 
menyusun pedornan dan petunjuk teknis, monitoring, 
evaluasi serta pelaporan pemanfaatan data dan dokumen 
kependuduka.n. · ··· 

(3) Seksi Inovasi Pelayanan sebagairnana dimaksud daiam 
Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun 
pedoman dan petunjuk teknis. monitoring dan - evaluasi 
serta pelaporan Inovasi Pelayanan, 
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Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi 
mcmpunyai hubungan kerja. 

Pasal 38 

Pasal 37 

Seriap laporan yang ditcrima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
mcnyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
pctunjuk tcknis kepada bawahannya. 

Sekretaris. Kepala Bidang dan KepaJa Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib rncngikuti dan mernatuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan laporan bcrkala tepat pada waktunya. 

Pasal36 

Kcpala Dinas, mernimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
tcrhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 35 

Kepala Dinas wajib mcngawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnaslng dart bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
tangkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 34 j 
I 

Pasal33 

BABV 
TATA KERJA 
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dilingkungan 
pengawasan , 

organisasi 
melaksanakan 

satuan 
wajib 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga Iungsional wajib mcnerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-maslng maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Dacrah serta dengan 
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-rnasing. 

(2) Datam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sckretaris 
dan Kcpala Bidang mencrapkan prinsip koordinasi, 
integrasl dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organlsasi lainnya sesuai dengan tugas pokok rnasing­ 
masing. 

(3) Setiap pemimpin 
Pemerintah Dacrah 
melekat. 



( l) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, bcrpcdoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, 

(21 Kcpala Dinas diangkai dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretaris Daerah. 

Pl Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan 
pimpman tinggi pratama. 

(4) Sckretaris Dinas mcrupakan jabaian cselon Illa atau 
jabatan administrator. 

(Sl Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon !lib 
atau jabatan administrator. 

(6) Kcpala Sub Bagian dan Kepala Scksi lingkup Dinas 
rncrupakan jabaran eselon IVa atau jabatan pengawas. 

(7l Pcjabat cselon Ill atau jabatan administrator dan Pcjaba 
esclon IV aiau jabatan pengawas dilingkungan Oinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usu! Kepala: 
Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

{8) Formasi dan pcrsyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten 
diretapkan dengan J>eraturan Bupati, scsuai pedoman yang 
diietapkan oleh Pernerintah. 

Pasal42 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

I 

Atas dasar pcrtimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pcmerintah Daerah dapat 
rncndelcgasikan kewenangan tcrtcntu kepada pcjabat 
dibawahnya scsuai dengan kctentuan yang berlaku. 

Pasal 41 

( 1) Dalam ha! Kepala Dinas berhalangan, Sekrctaris 
mclaksanakan tugas-rugas Kcpala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku: 

(2) Dalam hal Sekrctaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Dinas dapat mcnunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi tcrsebut untuk mcwakili Kepala Dinas. 

Pasal 40 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala, 
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Pembina, Col. rv /a 
l 98003 17 200003 l 001 

SH. LLM. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG/AN HUKUM, 

BER!TA DAERJ\H KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 53 

' 

SAMSUL BAHRI MAD,J!D 

ltd 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
~ABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diuridangkan di Tirawuta 
Pada tariggal Descmber 2016 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Diietapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalarn Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

PasaJ 44 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pembina, Gol, '/a 
J 98003 l 7 2.00003 l 00 l 

1 SH. LLM 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KE A BAG!AN HUKUM, -- ' --- 

TONY HERBIANSYAH 

BUPATI KOLAI<A TIMUR, 

UPTD 

I I 

- ; ttd 

SUBAG. 
"-EUANGAN 

SUB.~G. 
DENCANAAN 

SEKRETARIS KSLO'vlPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA DINAS 

SU BAG. 
UMUM& 

KEPEGAWAIAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANJSASI 
D!NAS KEPENDUDUK.AN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KOLAKJ\ TIMUR 

: PERATURAN DAERAH K/1.BUPATEN KOLAKA TIMUR 
53 TAHUN 2016 

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGA:; !JAN 
FUNGS[, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN 
D,\N PENCATATAN S!PlL 1'-'\BUPATEN KOL/\KA TIMUR. 

LAMP[RAN 
NOMOR 
TENTANO 




